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Abstract

Although the independence of election supervisory bodies has been widely examined,
research specifically addressing the structural, administrative, and ethical dimensions
that weaken the independence of the Election Supervisory Body (Bawaslu) within
Indonesia’s electoral supervision system remains limited. This study aimed to analyze
the problems affecting Bawaslu’s independence within Indonesia’s electoral supervision
system and to formulate a legal reconstruction to strengthen its institutional autonomy.
This study employed a normative juridical method using statutory and conceptual
approaches. Primary legal materials, secondary literature, and data from decisions of the
Election Organization Ethics Council (DKPP) were analyzed qualitatively using
descriptive-prescriptive techniques. The results showed that Bawaslu’s independence
was constrained by its budgetary dependence on the government, the civil servant status
of its secretariat personnel, the politically influenced commissioner recruitment process,
limited authority within the Sentra Penegakan Hukum Terpadu framework, and the dualism
in resolving electoral process disputes. Data on DKPP sanctions in 2024 also indicated
that problems concerning independence stemmed not only from weaknesses in
institutional design but also from the weak ethics and personal integrity of election
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administrators. These findings contribute to the development of the theory of state
auxiliary institutions and broaden the understanding of the interrelationship among
structural, administrative, and ethical dimensions in the independence of electoral
supervision. This study concluded that strengthening Bawaslu’s independence requires
comprehensive legal reconstruction through the granting of autonomous investigative
authority and the separation of the secretariat’s personnel system from the executive
bureaucracy. The implications of this study include a theoretical contribution to the
development of electoral law literature and practical recommendations for policymakers
in reforming Bawaslu’s institutional structure and ethical oversight mechanisms. Future
research should examine more deeply the moral and integrity dimensions of election
supervisory officials at various regional levels in Indonesia.

Keywords: Bawaslu; Institutional Independence; Electoral Supervision; Legal
Reconstruction; Integrity of Election Administrators

Abstrak: Meskipun independensi lembaga pengawas pemilu telah banyak dikaji, penelitian yang
secara khusus membahas dimensi struktural, administratif, dan etis yang melemahkan independensi
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia masih
terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika independensi Bawaslu dalam sistem
pengawasan pemilu di Indonesia serta merumuskan rekonstruksi hukum untuk memperkuat
kemandirian kelembagaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, literatur sekunder, serta data putusan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik
deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi Bawaslu terhambat oleh
ketergantungan anggaran pada pemerintah, status aparatur sipil negara pada sekretariat, proses
rekrutmen komisioner yang sarat kepentingan politik, keterbatasan kewenangan dalam kerangka
Sentra Penegakan Hukum Terpadu, serta dualisme penyelesaian sengketa proses pemilu. Data sanksi
DKPP tahun 2024 juga menunjukkan bahwa persoalan independensi tidak hanya bersumber dari
kelemahan desain kelembagaan, tetapi juga dari lemahnya etika dan integritas personal penyelenggara
pemilu. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan teori lembaga negara penunjang (state
anxiliary institution) serta memperluas pemahaman mengenai keterkaitan dimensi struktural,
administratif, dan etis dalam independensi pengawasan pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
penguatan independensi Bawaslu memerlukan rekonstruksi hukum yang komprehensif melalui
pemberian kewenangan penyidikan secara mandiri dan pemisahan sistem kepegawaian sekretariat dari
birokrasi eksekutif. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur
hukum pemilu serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam mereformasi struktur
kelembagaan dan mekanisme pengawasan etik Bawaslu. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji secara
lebih mendalam dimensi moral dan integritas penyelenggara pengawas pemilu pada berbagai
tingkatan daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Bawaslu; Independensi Kelembagaan; Pengawasan Pemilu; Rekonstruksi Hukum;
Integritas Penyelenggara
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PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara demokratis
yang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan secara periodik bagi rakyat. Dalam
konteks Indonesia, pemilu bukan sekadar seremonial pergantian elit politik, melainkan sarana
kedaulatan rakyat untuk menentukan arah kebijakan negara melalui mekanisme hukum yang
sah. Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada integritas proses dan kepercayaan publik
terhadap hasil yang dihasilkan oleh otoritas penyelenggara. Oleh karena itu, kerangka hukum
harus mampu menjamin bahwa setiap tahapan pemilu dijalankan secara adil, transparan, dan
akuntabel sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional yang berlaku di Indonesia (Syariah,

2026).

Eksistensi lembaga penyelenggara pemilu yang independen menjadi prasyarat mutlak
bagi terciptanya pemilu yang demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan
undang-undang (Aggraini & Kaharuddin, 2022). Penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur,
dan adil diposisikan sebagai wasit yang netral di tengah pertarungan kepentingan politik yang
sangat dinamis dan kompetitif. Tanpa adanya kemandirian yang kokoh, lembaga pengawas
pemilu akan sangat mudah diintervensi oleh kekuatan politik eksekutif maupun legislatif yang
memiliki akses terhadap sumber daya negara. Intervensi semacam ini pada akhirnya akan
merusak kredibilitas pemilu dan menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat memicu

ketidakpuasan sosial yang luas di tengah masyarakat (UMY, 2025).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir sebagai lembaga yang diberikan
mandat konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan
penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Secara teoretis, Bawaslu memegang peran krusial
dalam memastikan bahwa tidak ada pelanggaran administratif, pidana pemilu, maupun
sengketa proses yang mencederai keadilan pemilu bagi para kontestan. Peran pengawasan ini
menuntut adanya otonomi penuh, baik dari sisi kelembagaan, anggaran, maupun personel,
agar Bawaslu dapat bertindak tegas tanpa rasa takut terhadap tekanan politik pihak manapun.
Namun, dalam praktiknya, posisi Bawaslu seringkali terjebak dalam dinamika politik yang

kompleks yang menyulitkan upaya penegakan aturan secara murni. (Santio & Nasution, 2021)

Problematika utama yang sering muncul terkait independensi Bawaslu adalah
ketergantungan yang masih sangat tinggi pada pemerintah terkait dukungan administratif dan
operasional kelembagaan (Judri, t.t.). Meskipun secara normatif Bawaslu dinyatakan sebagai

lembaga yang mandiri, mekanisme rekrutmen komisioner hingga penetapan anggaran masih
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melibatkan peran aktif dari pemerintah dan DPR. Pola hubungan yang tidak seimbang ini
menciptakan ketergantungan struktural yang potensial melemahkan posisi tawar Bawaslu
dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang mungkin
berbenturan dengan kepentingan pemilu. Fenomena ini menjadi celah bagi masuknya
pengaruh politik yang dapat mengaburkan netralitas lembaga tersebut dalam melakukan tugas

pengawasan (Prayogo, 2022).

Selain kendala struktural, tantangan independensi Bawaslu juga dipicu oleh
kewenangan penegakan hukum yang seringkali tumpang tindih dalam kerangka Penegakan
Hukum Terpadu (Gakkumdu) (Prayogo, 2022; Sedana, 2026). Dalam sistem ini, Bawaslu
harus berkoordinasi dengan unsur kepolisian dan kejaksaan yang secara administratif berada
di bawah otoritas eksekutif. Ketergantungan pada institusi lain dalam proses pembuktian
pelanggaran pidana pemilu seringkali menyebabkan proses hukum menjadi lambat atau
bahkan dihentikan dengan alasan kurangnya alat bukti. Ketiadaan kemandirian penuh dalam
cksekusi penegakan hukum ini membuat Bawaslu terkesan sebagai "macan kertas" yang
hanya mampu merekomendasikan sanksi tanpa kekuatan eksekutorial yang memadai (Wakid

dkk., 2026).

Permasalahan independensi juga merambah pada aspek rekrutmen pengawas ad hoc
di tingkat daerah yang sangat rentan terhadap infiltrasi kepentingan politik lokal. (Bawasiu
Sebut Rekrutmen SDM Ad Hoc dan Masalah Teknis Masih Jadi Tantangan Pemilu 2024 | Badan
Pengawas Peniliban Umum, t.t.) Proses seleksi yang melibatkan keterlibatan aktor politik daerah
atau elit lokal dalam penentuan komposisi anggota pengawas sering kali mengorbankan
integritas dan imparsialitas para pengawas. Ketika para pengawas di tingkat lapangan
memiliki ikatan loyalitas kepada aktor politik yang membantu mereka mendapatkan posisi
tersebut, maka objektivitas dalam mengawasi praktik politik uang dan mobilisasi massa
menjadi diragukan. Hal ini tentu saja merusak esensi pengawasan dari bawah yang seharusnya
mampu meminimalisir segala bentuk kecurangan elektoral secara efektif (Anasytasya &

Addiansyah, 2025).

Di tengah perkembangan digital, Bawaslu dihadapkan pada tantangan baru terkait
pengawasan ruang siber yang semakin sulit dipisahkan dati intervensi kekuasaan.(Baga:
Tantangan Pengawasan Pemiln Digital, Disinformasi Sampai Kesenjangan Literasi | Badan Pengawas
Peniliban Umnm, t.t.) Algoritma media sosial dan penyebaran disinformasi yang terstruktur

seringkali digunakan oleh kelompok tertentu untuk menggiring opini publik demi
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memenangkan kontestasi pemilu secara tidak sehat. Keterbatasan sumber daya teknologi dan
regulasi yang belum adaptif membuat Bawaslu sering terlambat dalam merespons ancaman
digital tersebut. Ketidakmampuan menjaga ruang digital yang bersih dari intervensi
kepentingan politik secara langsung mencerminkan belum maksimalnya kemandirian

Bawaslu dalam mengadopsi teknologi pengawasan yang mutakhir (Hamdi, 2024).

Lebih jauh lagi, fenomena executive aggrandizement atau penguatan kekuasaan eksekutif
yang masuk ke ranah penyelenggaraan pemilu menjadi ancaman serius bagi independensi
Bawaslu. Seringkali, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan menjelang pemilu memiliki
nuansa politis yang menguntungkan petahana, namun Bawaslu cenderung bersikap normatif
dan hati-hati (Risky & Kartikasaari, 2025). Kehati-hatian yang betlebihan ini sering
disalahpahami oleh publik sebagai bentuk keberpihakan atau ketidakberdayaan Bawaslu
dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat negara. Ketegangan antara
menjaga integritas sebagai pengawas dengan posisi sebagai lembaga yang diangkat oleh

proses politik tetap menjadi dilema nyata.(RI, t.t.)

Ketidakjelasan batasan kewenangan antara Bawaslu dan lembaga peradilan dalam
menyelesaikan sengketa pemilu juga seringkali menggerus kewibawaan Bawaslu di mata
publik. Putusan Bawaslu yang bersifat administratif seringkali dianulir oleh lembaga lain,
schingga menempatkan Bawaslu pada posisi yang tidak memiliki otoritas final dalam proses
hukum tertentu. Ketidakpastian mengenai kekuatan hukum putusan Bawaslu memicu
ketidakteraturan dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang berdampak pada ketidakadilan bagi
pihak yang dirugikan. Kurangnya kemandirian dalam memutus sengketa memberikan celah
bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan forum shopping guna mencari keputusan yang

menguntungkan mereka (Rosnawati, 2022).

Kajian terdahulu turut memperkaya pemahaman atas problematika independensi
lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Penelitian Hartono, Cahyadi K, Rosalia, dan
Hertanto (2023) mengkaji kemandirian dalam seleksi penyelenggara pemilu pada KPU dan
Bawaslu pasca reformasi, menemukan bahwa model kelembagaan yang independen tanpa
keterlibatan representasi partai politik maupun birokrasi tetap menyisakan hambatan etika
yang menggerus independensi substantif kedua lembaga tersebut (Hartono dkk., 2023).
Senada dengan itu, Puadi, Romli, dan Jalal (2025) mengevaluasi peran Bawaslu dalam
menjaga demokrasi melalui studi kasus Pemilu 2019 dan menegaskan bahwa lembaga ini

masih memerlukan penguatan kerangka regulasi serta kapasitas kelembagaan agar
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independensi pengawasan benar-benar terwujud di tengah dinamika politik yang kompleks
(Puadi dkk., 2025). Sementara itu, Shalihah dan Huroiroh (2024) menyoroti optimalisasi
peran Bawaslu dalam pemilu serentak 2024 dengan pendekatan yuridis normatif,
menyimpulkan bahwa penguatan kewenangan melalui Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan
mekanisme kerja yang lebih tegas telah membantu Bawaslu menjalankan tugas dan fungsinya
sesuai amanat konstitusi, meskipun ketergantungan struktural pada eksekutif tetap menjadi
tantangan yang belum terselesaikan (Shalihah & Huroiroh, 2024). Ketiga penelitian tersebut
memperlihatkan bahwa problematika independensi Bawaslu bersifat multidimensional,
meliputi aspek sumber daya, regulasi, dan struktur kelembagaan, sehingga penelitian ini
berupaya melengkapi kajian terdahulu dengan analisis yuridis yang lebih mendalam terhadap

akar permasalahan struktural dan yuridis independensi Bawaslu di Indonesia.

Meninjau kembali konsep dan implementasi independensi Bawaslu menjadi sangat
mendesak untuk segera dilakukan. Penelitian ini berfokus untuk membedah bagaimana
problematika struktural, politis, dan yuridis menghambat kemandirian Bawaslu dalam sistem
pengawasan pemilu di Indonesia saat ini. Melalui analisis hukum yang komprehensif,
diharapkan dapat ditemukan rumusan model pengawasan yang lebih independen, kuat, dan
mampu menjamin integritas pemilu di masa depan. Fokus utama kajian ini adalah
merumuskan rekonstruksi kewenangan yang benar-benar membebaskan Bawaslu dari segala
bentuk intervensi politik dan administratif demi tegaknya demokrasi. (Zulfaidah & Kholik,
2020)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membedah
problematika independensi Bawaslu dalam sistem pengawasan pemilu (Pujiati, 2024). Metode
ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis sinkronisasi norma hukum,
kerangka konstitusional, serta doktrin kemandirian lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan terkait pemilu, serta bahan hukum sekunder yang
terdiri dari literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan dinamika

pengawasan pemilu.
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Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik deskriptif-preskriptif, di mana
peneliti tidak hanya memaparkan kondisi objektif mengenai tantangan independensi
Bawaslu, tetapi juga memberikan perspektif normatif mengenai idealitas pengawasan pemilu.
Langkah pertama dimulai dengan mengidentifikasi norma-norma yang mengatur
kelembagaan Bawaslu, dilanjutkan dengan mengkaji pertentangan antara regulasi dengan
praktik implementasi di lapangan. Akhir dari analisis ini adalah merumuskan gagasan
rekonstruksi hukum yang diperlukan untuk memperkuat kemandirian Bawaslu, sehingga
mampu menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang bebas dari intervensi politik dan

administratif.

HASIL
Temuan Struktural dan Ketergantungan Administratif Bawaslu

Problematika Independensi Bawaslu didasarkan pada fakta empiris melalui sejumlah
putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang siklus Pemilu dan
Pilkada Serentak 2024, yang menjatuhkan sanksi kepada jajaran Bawaslu di berbagai tingkatan
karena terbukti melanggar prinsip independensi, netralitas, dan profesionalitas dalam Kode
Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sepanjang tahun 2024, DKPP menerima 790 pengaduan
dan memutus 237 perkara dengan 1.040 pihak teradu, di mana 66 penyelenggara pemilu

dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dan 5 lainnya diberhentikan dari jabatan ketua.

Tabel 1. Sanksi DKPP terhadap Anggota Bawaslu Terkait Pelanggaran Independensi pada
Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

. . .| Jabatan & : Substansi Pelanggaran
No | Nama/Inisial Tingkatan Nomor Perkara | Sanksi DKPP Y N A
1 |Elias Agus Anggota 47, 48, 51, 54- Pemberhentian | Terbukti melanggar KEPP
Huninhatu Bawaslu PKE- Tetap terkait pelanggaran
Provinsi DKPP/111/2024 independensi dan
Papua profesionalitas pengawasan
Tengah Pemilu 2024
2 |Rio Ketua 60-PKE- Pemberhentian | Tidak profesional dan tidak
Gustrinanda  |Bawaslu DKPP/II1/2024 | Tetap independen dalam
Kota penanganan pelanggaran
Payakumbuh pemilu
3 |Khairurrijal Anggota 229 & 230-PKE- |Pemberhentian | Tidak memenuhi syarat
Bawaslu DKPP/IX/2024 | Tetap sebagai anggota Bawaslu
Provinsi (kasus penyalahgunaan
Kepulauan narkotika) yang mencederai
Riau integritas lembaga
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No | Nama/Inisial J a{batan 3 Nomor Perkara | Sanksi DKPP DlosiE Pe'langgar?tn
Tingkatan Independensi/Netralitas
4 |Rahmat Bagja, Ketuadan |43 & 44-PKE-  |Peringatan Tidak profesional dan tidak
Lolly Suhenty, | Anggota DKPP/II1/2024 berkepastian hukum dalam
Totok Bawaslu RI menangani laporan dugaan
Hariyono, pelanggaran pemilu
Herwyn  J.H.
Malonda
5 |Puadi Anggota 43 & 44-PKE-  |Peringatan Sebagai leading sector gagal
Bawaslu RI |DKPP/II1/2024 |Keras Terakhir |memastikan penanganan
laporan pelanggaran
betjalan sesuai prosedur
6 | Yulimince Anggota 135-PKE- Peringatan Tidak melibatkan Bawaslu
Nawipa Bawaslu DKPP/VII/2024 secara independen dalam
Kabupaten pengawasan rekapitulasi
Paniai suara tingkat kabupaten
7 | Pilipus F.| Anggota Perkara DKPP  |Pemberhentian | Terbukti melanggar Kode
Sarumaha  &|Bawaslu 2023 (imbas Tetap Etik dan Pedoman Perilaku
Alismawati Kabupaten | penyelenggaraan Penyelenggara Pemilu
Hulu Nias Selatan |Pemilu 2024)

Sumber: Diolah dari publikeasi resmi DKPP RI (dkepprgo.id) dan Bawasiu RI (bawaslu,go.id), 2024—2025.
Tabel 1 Sanksi DKPP terhadap Anggota Bawaslu Terkait Pelanggaran Independensi
pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 memperlihatkan bahwa sanksi DKPP terhadap
jajaran Bawaslu sepanjang siklus Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tersebar di berbagai
tingkatan kelembagaan, mulai dari kabupaten/kota (Payakumbuh, Paniai, Nias Selatan),
provinsi (Papua Tengah, Kepulauan Riau), hingga tingkat pusat (Bawaslu RI). Variasi jenis
sanksi mulai dari peringatan biasa hingga pemberhentian tetap menunjukkan bahwa
pelanggaran independensi tidak bersifat kasuistik pada satu level struktur saja, melainkan
merupakan pola yang berulang secara lintas jenjang kelembagaan. Substansi pelanggaran yang
tercatat juga beragam, mencakup ketidakprofesionalan dalam menindaklanjuti laporan,
ketidaknetralan dalam pengawasan rekapitulasi suara, hingga persoalan personal seperti
penyalahgunaan narkotika yang mencederai integritas individu penyelenggara. Data ini
menjadi bukti empiris utama yang mendasari argumen penelitian bahwa problematika
independensi Bawaslu bersifat multidimensional tidak hanya persoalan desain kelembagaan,
tetapi juga menyangkut lemahnya etika dan integritas personal aparat pengawas pemilu itu

sendiri.

Kemandirian kelembagaan merupakan prasyarat mutlak bagi Bawaslu untuk
menjalankan fungsi pengawasan tanpa tekanan eksternal, namun realitasnya menunjukkan
adanya ketergantungan yang mengakar pada eksekutif (Ayuningtyas & Miftah, 2025).

Ketergantungan ini paling nyata terlihat pada aspek anggaran dan kesekretariatan yang
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dikelola melalui Sekretariat Jenderal Bawaslu. Meskipun secara konstitusional Bawaslu
merupakan lembaga mandiri, mekanisme pengelolaan dana yang bersumber dari APBN
menempatkan lembaga ini dalam posisi subordinat terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Keterbatasan ruang gerak anggaran seringkali menjadi instrumen tidak langsung untuk

membatasi efektivitas program pengawasan di lapangan (Hayckel dkk., 2024).

Secara yuridis, kedudukan Sekretariat Bawaslu yang diisi oleh aparatur sipil negara
(ASN) menciptakan dilema loyalitas ganda bagi para pegawai. ASN yang bertugas di
sekretariat tetap tunduk pada aturan kepegawaian di bawah koordinasi pemerintah melalui
Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB. Kondisi ini secara sistemik
menghambat operasional Bawaslu ketika terjadi persinggungan kepentingan antara lembaga
pengawas dengan pihak pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan. Ketiadaan kemandirian
administratif ini menyebabkan Bawaslu rentan terhadap intervensi kebijakan yang berpotensi

menghambat langkah pengawasan yang bersifat krusial dan mendesak (Antoh dkk., 2026).

Lebih jauh, pola rekrutmen komisioner Bawaslu yang melibatkan peran dominan
DPR dan pemerintah dalam proses seleksi menciptakan ikatan psikologis dan politis yang
sulit dihilangkan. Ketika proses pemilihan akhir ditentukan melalui mekanisme fit and proper
test oleh komisi terkait di DPR, calon komisioner seringkali harus meniti konsensus politik
sebelum menduduki jabatan. Dampaknya, independensi personal yang seharusnya dimiliki
oleh seorang pengawas pemilu mulai tergerus sejak tahap awal seleksi (Pawana, 2014). Hal
ini menciptakan profil komisioner yang cenderung akomodatif terhadap kepentingan partai

politik pendukung pemerintah agar posisi mereka tetap aman.

Selain itu, keterbatasan kewenangan dalam menegakkan kode etik juga menjadi
persoalan klasik yang melemahkan marwah Bawaslu sebagai pengawas tertinggi. Dalam
banyak kasus, ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan aktor politik dominan, Bawaslu
seringkali terjebak dalam birokrasi penegakan hukum yang panjang. Ketidakmampuan untuk
memberikan sanksi yang memberikan efek jera (deterrent effec’) membuat pelanggaran pemilu
terus berulang pada setiap siklus elektoral (Rahman dkk., 2025). Tanpa adanya otonomi
penuh dalam menentukan sanksi administratif secara final, Bawaslu sering dianggap sebagai
lembaga yang lemah dalam menghadapi dinamika politik praktis (Zulfaidah & Abdillah,
2025).

Tantangan lainnya muncul dari hubungan hierarkis antara Bawaslu RI, Bawaslu

Provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota yang belum sepenuhnya terintegrasi secara
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fungsional. Sering terjadi ketidaksinkronan dalam interpretasi aturan teknis di lapangan, yang
pada akhirnya memicu ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu di tingkat daerah. Bawaslu
pusat seringkali lambat dalam merespons dinamika lokal yang sangat beragam, sehingga
pengawasan di daerah berjalan secara sporadis dan tidak seragam (Eksistensi Bawaslu dan
Tantangan Sosialisasi di Masyarakat | Bawasln, 2026). Ketiadaan struktur komando yang tegas
dan mandiri di tingkat lokal sering dimanfaatkan oleh petahana untuk melakukan intervensi

terhadap pengawas pemilu.

Aspek perlindungan terhadap pengawas di lapangan juga menjadi catatan serius yang
menggambarkan kerentanan independensi Bawaslu. Banyak pengawas ad hoc, seperti
Panwascam atau Pengawas TPS, yang bertugas tanpa jaminan keamanan atau dukungan
hukum yang memadai saat berhadapan dengan massa atau pihak yang melanggar
(Rachmawan & Wahyudin, 2024). Ketiadaan perlindungan ini membuat mereka mudah
diintimidasi oleh pihak tertentu untuk menutup mata terhadap kecurangan yang terjadi di
depan mata. Ketika seorang pengawas tidak merasa aman, maka independensi adalah hal

pertama yang akan dikorbankan demi keselamatan pribadi dan keluarga mereka.

Selain itu, ketergantungan pada fasilitas fisik yang disediakan pemerintah daerah
dalam pelaksanaan pengawasan pemilu lokal (Pilkada) merupakan kerawanan yang nyata.
Ketika kantor atau dukungan logistik berasal dari pemda yang dipimpin oleh calon petahana,
muncul potensi konflik kepentingan yang sangat besar. Bawaslu seringkali sungkan untuk
menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh petahana karena merasa terikat dengan
bantuan fasilitas yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa independensi kelembagaan
secara faktual sulit diwujudkan selama Bawaslu masih bergantung pada "belas kasihan"

pemerintah daerah.

Temuan Penegakan Hukum dan Integritas dalam Gakkumdu

Dalam ranah penegakan hukum pemilu, Bawaslu dituntut untuk bekerja dalam
bingkai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Polri dan Kejaksaan.
Namun, pola koordinasi dalam Gakkumdu seringkali menimbulkan perdebatan terkait
interpretasi hukum yang berujung pada penghentian penyidikan kasus (KPU
PAPUAPEGUNUNGAN - Mengenal Gakkumdu, 2025). Perbedaan perspektif antara
penyidik kepolisian, penuntut umum dari kejaksaan, dan pengawas dari Bawaslu seringkali

berujung pada kebuntuan (deadlock). Hal ini membuat penanganan pelanggaran pidana pemilu

5884 AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora




Rena Zulfaidah, M Yahya Wahyudin, Uu Nurul Huda

menjadi lambat dan seringkali tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya terjadi

di masyarakat.

Kondisi ini diperparah dengan batasan waktu penanganan kasus yang sangat sempit,
sechingga Bawaslu seringkali harus mengorbankan kualitas investigasi demi mengejar
ketepatan waktu. Dalam banyak kasus, ketika bukti-bukti yang dikumpulkan belum mencapai
standar maksimal, proses hukum harus dihentikan karena tenggat waktu masa kampanye atau
pemungutan suara telah berakhir. Ketidakmampuan untuk melakukan penyidikan secara
mandiri tanpa harus melalui mekanisme Gakkumdu adalah kelemahan fatal bagi
independensi Bawaslu (pelanggaran | Badan Pengawas Pemilihan Umum, t.t.). Secara teknis,
Bawaslu hanyalah "pemilik" laporan, namun keputusan hukum akhir tetap berada di tangan

aparat penegak hukum lain.

Selain masalah koordinasi, integritas para pengawas dalam menghadapi godaan money
polities di lapangan merupakan tantangan moral yang sangat berat. Praktik politik uang yang
semakin canggih dan terselubung membuat Bawaslu kesulitan dalam melakukan pembuktian
di lapangan secara in flagrante delicto (Bawasin Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang | Badan
Pengawas Pemiliban Umum, t.t.). Seringkali, laporan mengenai praktik ini tidak ditindaklanjuti
karena kurangnya bukti materil yang memenuhi standar hukum acara pidana yang kaku. Hal
ini menciptakan kesan bahwa Bawaslu "kalah" oleh para pelaku kecurangan yang memiliki

sumber daya lebih besar dalam memanipulasi fakta hukum.

Tantangan integritas juga muncul dari adanya dualisme kewenangan dalam
penyelesaian sengketa proses pemilu antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (Sihura dkk.,
2025). Ketika putusan Bawaslu seringkali diuji kembali melalui mekanisme gugatan ke
pengadilan, hal ini menunjukkan bahwa posisi Bawaslu sebagai lembaga pengambil
keputusan akhir sangat lemah. Ketidakpastian hukum ini sering dimanfaatkan oleh pihak-
pihak yang tidak puas untuk terus menggugat proses pemilu di berbagai forum. Dampaknya,
otoritas Bawaslu dalam mengawal tahapan pemilu menjadi terdegradasi dan dipandang

sebelah mata oleh para kontestan pemilu.

Di sisi lain, respons Bawaslu terhadap pelanggaran di ruang siber masih tergolong
lambat dan belum mampu mengimbangi kecepatan penyebaran konten hoaks atau ujaran
kebencian. Pengawasan siber yang ideal memerlukan akses data yang besar serta teknologi
pemantauan yang canggih, namun Bawaslu masih terbatas pada ketergantungan terhadap

data yang disediakan pihak lain (Wahyudin, 2026). Ketergantungan pada platform media
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sosial dan ketiadaan kewenangan untuk melakukan zake down konten secara mandiri membuat
Bawaslu sulit mengendalikan narasi politik. Kegagalan menjaga ruang digital tetap kondusif
mencerminkan belum maksimalnya kemandirian institusi dalam beradaptasi dengan

perubahan zaman.

Tabel 2 Temuan terkait Hambatan Utama yang dihadapi Bawaslu dalam Penegakan
Hukum dan Integritas Pengawasan

Dimensi Pengawasan Hambatan Utama Dampak Terhadap Independensi
Kelembagaan Ketergantungan Anggaran & ASN |Rentan intervensi eksekutif
Penegakan Hukum Mekanisme Gakkumdu yang kaku |Penanganan kasus sering deadlock
Integritas Daerah Politik uang & intervensi elit lokal |Objektivitas pengawas diragukan
Sengketa Pemilu Kewenangan yang dapat dianulir | Berkurangnya otoritas keputusan
Ruang Siber Keterbatasan teknologi dan data | Lambat merespon ancaman digital

Sumber: diolah oleh Penulis
Tabel 2 Temuan terkait Hambatan Utama yang dihadapi Bawaslu dalam Penegakan

Hukum Dan Integritas Pengawasan merangkum lima dimensi pengawasan utama yang
menjadi titik lemah independensi Bawaslu, yaitu aspek kelembagaan, penegakan hukum,
integritas di daerah, penyelesaian sengketa pemilu, dan pengawasan ruang siber. Pada dimensi
kelembagaan, ketergantungan anggaran dan status ASN pada sekretariat menciptakan
kerentanan struktural terhadap intervensi eksekutif, sementara pada dimensi penegakan
hukum, kekakuan mekanisme Gakkumdu kerap berujung pada kebuntuan (deadlock)
penanganan perkara pidana pemilu. Pada level daerah, praktik politik uang dan intervensi
elite lokal menggerus objektivitas pengawas ad hoc, sedangkan dualisme kewenangan antara
Bawaslu dan lembaga peradilan dalam sengketa proses pemilu mereduksi otoritas final
putusan Bawaslu. Terakhir, keterbatasan teknologi dan akses data membuat Bawaslu lamban
merespons ancaman disinformasi di ruang digital. Kelima dimensi tersebut secara kolektif
menegaskan bahwa hambatan independensi Bawaslu bersifat saling terkait dan tidak dapat
diselesaikan melalui reformasi parsial pada satu aspek saja, sehingga menjadi dasar
argumentasi bagi rekonstruksi hukum yang komprehensif yang dibahas lebih lanjut pada

bagian Pembahasan.

PEMBAHASAN
Analisis Ketergantungan Struktural dalam Perspektif Kajian Terdahulu

Data tersebut menunjukkan bahwa problematika independensi Bawaslu bukan

sekadar wacana, melainkan realitas yang berulang terjadi pada berbagai tingkatan struktur
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kelembagaan, mulai dati tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pola pelanggaran
yang teridentifikasi mulai dari ketidakprofesionalan dalam penanganan laporan, keberpihakan
terhadap kepentingan politik lokal, hingga persoalan personal yang mencederai kepatutan
sebagai penyelenggara menegaskan bahwa kerangka hukum yang ada belum cukup kuat

untuk menjamin independensi Bawaslu secara konsisten di seluruh lini pengawasan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip
penyelenggara pemilu oleh KPU maupun Bawaslu umumnya terjadi dalam dua fase, yakni
pada saat seleksi calon penyelenggara dan pada saat menjabat, yang keduanya berakar pada
lemahnya kejujuran, keterbukaan, dan profesionalitas individu penyelenggara (Kasim dkk.,
2023). Kajian lain menegaskan bahwa integritas penyelenggara pemilu pada dasarnya
merupakan cerminan karakter moral personal berupa kejujuran dan ketidaktergodaan pada
suap maupun kepentingan tertentu, sehingga persoalan independensi tidak dapat direduksi
semata sebagai masalah desain kelembagaan (Silalahi, 2022). Bahkan dalam kasus-kasus yang
menyentuh level kepemimpinan tertinggi penyelenggara pemilu, sengketa etik yang berujung
pada putusan DKPP menunjukkan bahwa dilema antara kepastian hukum dan nilai etik acap

kali muncul justru karena rapuhnya moralitas personal, bukan karena ketiadaan aturan formal

semata (Nikmah, 2024).

Lebih jauh, temuan tersebut menegaskan bahwa problematika independensi Bawaslu
tidak semata-mata berakar pada persoalan struktural kelembagaan, melainkan juga
menyangkut dimensi etika dan moralitas individu para penyelenggara yang kian berulang dari
satu siklus pemilu ke siklus berikutnya. Kasus-kasus seperti ketetlibatan dalam
penyalahgunaan narkotika, ketidakprofesionalan berulang dalam menindaklanjuti laporan
pelanggaran, hingga keberpihakan terhadap kepentingan politik tertentu menunjukkan
bahwa persoalan independensi juga merupakan cerminan lemahnya integritas personal dan
komitmen etis anggota Bawaslu terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) (Huda
& Wahyudin, 2026). Dengan demikian, reformasi struktural dan regulasi semata tidak akan
cukup menyelesaikan akar masalah apabila tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas moral,
pembinaan etika, serta mekanisme pengawasan internal yang mampu mendeteksi dan
mencegah pelanggaran etik sejak dini di kalangan penyelenggara pengawasan pemilu itu

sendiri.

Problematika struktural yang menempatkan Bawaslu dalam posisi subordinat

terhadap eksekutif secara nyata telah mereduksi marwah kemandirian lembaga tersebut. Petlu
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adanya perombakan mendasar terkait status kepegawaian sekretariat dan kemandirian
anggaran agar Bawaslu tidak lagi mudah diintervensi. Tanpa reformasi struktural, Bawaslu
akan tetap terjebak dalam siklus ketergantungan yang melemahkan perannya sebagai wasit
pemilu yang jujur dan adil. Rekonstruksi kelembagaan menjadi harga mati untuk

mengembalikan kepercayaan publik terhadap netralitas penyelenggara pemilu di masa depan.

Implikasi Penegakan Hukum dan Rekomendasi Penguatan Integritas

Selain itu, tekanan dari opini publik yang masif seringkali memaksa Bawaslu untuk
bersikap reaktif daripada preventif dalam menjalankan tugas. Bawaslu seringkali bekerja
hanya berdasarkan tren yang berkembang di media sosial, bukan berdasarkan pemetaan risiko
yang terencana dengan baik (Hisan & Utami, 2025). Pendekatan reaktif ini menunjukkan
bahwa independensi Bawaslu dalam menentukan prioritas pengawasan sering kali terdistraksi
oleh tekanan eksternal. Kemandirian yang sejati menuntut Bawaslu untuk memiliki sistem

early warning yang berbasis data, bukan sekadar mengikuti irama hiruk-pikuk politik.

Tantangan integritas dan penegakan hukum ini menegaskan bahwa Bawaslu
membutuhkan kewenangan yang lebih luas dan mandiri. Ke depan, diperlukan penguatan
regulasi agar Bawaslu memiliki kewenangan penyidikan mandiri setidaknya untuk
pelanggaran administratif dan sengketa proses tertentu. Integritas pengawas juga harus dijaga
melalui sistem rekrutmen yang transparan, bersih dari titipan kepentingan, dan dukungan
perlindungan hukum yang nyata. Hanya dengan cara inilah, Bawaslu dapat bertransformasi
menjadi pengawas pemilu yang benar-benar independen dan disegani oleh seluruh pihak yang

berkepentingan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat yuridis-normatif yang
mengandalkan bahan hukum sekunder dan data dokumentatif dari putusan DKPP serta
publikasi resmi, tanpa didukung data primer dari wawancara langsung dengan komisioner
atau pengawas pemilu di lapangan. Cakupan data DKPP juga terbatas pada siklus Pemilu dan
Pilkada Serentak 2024, sehingga generalisasi temuan terhadap siklus pemilu sebelumnya
maupun potensi perubahan regulasi pada siklus mendatang perlu dilakukan secara hati-hati.

Penelitian lanjutan yang bersifat empiris-sosiologis, misalnya melalui wawancara mendalam
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dengan komisioner Bawaslu di berbagai tingkatan, sangat direkomendasikan untuk

memperkaya dan memvalidasi temuan normatif dalam kajian ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa independensi Bawaslu masih
menghadapi hambatan serius yang bersifat struktural, yuridis, politis, dan etis-moral dalam
sistem pengawasan pemilu di Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap eksekutif
dalam aspek penganggaran, pengelolaan kesekretariatan oleh ASN, hingga mekanisme
rekrutmen yang rentan terhadap intervensi elit politik telah mereduksi posisi Bawaslu sebagai
lembaga pengawas yang mandiri. Selain itu, keterbatasan kewenangan dalam penegakan
hukum melalui sistem Gakkumdu dan lemahnya otoritas final dalam penyelesaian sengketa
proses menjadikan Bawaslu sering berada dalam posisi subordinat, yang pada akhirnya

membatasi efektivitasnya dalam memitigasi pelanggaran pemilu secara tegas.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa persoalan independensi Bawaslu
tidak semata-mata bersumber dari kelemahan desain kelembagaan, melainkan turut dipicu
oleh rapuhnya integritas dan moralitas personal para penyelenggara itu sendiri. Data putusan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang Pemilu dan Pilkada Serentak
2024 membuktikan bahwa pelanggaran independensi dan netralitas berulang terjadi di
berbagai tingkatan, mulai datri kabupaten/kota, provinsi, hingea nasional, dengan bentuk
pelanggaran yang beragam mulai dari ketidakprofesionalan dalam menindaklanjuti laporan,
keberpihakan pada kepentingan politik lokal, hingga persoalan personal yang mencederai
kepatutan sebagai penyelenggara. Fakta ini menegaskan bahwa dimensi etika dan moral
individu penyelenggara merupakan variabel yang setara pentingnya dengan faktor struktural

dalam menentukan derajat independensi Bawaslu secara aktual di lapangan.

Untuk memperkuat marwah dan integritas pengawasan pemilu di masa depan,
diperlukan langkah rekonstruksi hukum yang fundamental untuk membebaskan Bawaslu dari
segala bentuk intervensi yang melemahkan kemandiriannya. Reformasi tersebut harus
mencakup pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Bawaslu dalam penyidikan
pelanggaran administratif dan sengketa proses, serta pemisahan sistem kepegawaian
sekretariat agar tidak lagi terikat secara administratif dengan otoritas eksekutif. Reformasi
struktural tersebut harus pula dibarengi dengan penguatan mekanisme pembinaan etika,

pengawasan internal, dan sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran moral di kalangan
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penyelenggara, sehingga persoalan independensi dapat diatasi secara komprehensif baik dari
sisi kelembagaan maupun sisi integritas personal. Dengan memperkokoh kemandirian
kelembagaan, menjamin perlindungan hukum bagi pengawas di lapangan, serta
menumbuhkan budaya etik yang kokoh, diharapkan Bawaslu dapat bertransformasi menjadi
wasit pemilu yang berwibawa, objektif, dan mampu menjamin tegaknya prinsip keadilan

elektoral dalam demokrasi Indonesia.
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